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PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 7¢ TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFOPMAS| DAN DOKUMENTASI
O KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEPARA,

Menimbang : a bahwa dalem rangka mewujudkan penyelenggarean
pamenntahan yang baik, terbuka, dan akuntabel
keaterbukaan informasi publik merupakan scrana  datam
mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan ~ublik dalam
proses penyelenggaraan pemerintahan sewingga  poru
adanya sistem pelayanan informasi dar. dokumeniasi:

b bahwa  untuk lorsedianya informasi wang  dapat
‘ dipatenggungjawabkan periu adanya pedoman  untuk
mengelola pelayananinformasi dan  dokumenlas: o

Lingkungan Pemenntahan Kabupaten Jepara;

d bahwa berdasakon perimbangan sebpgaimans  Janaksad
dalam buruf a. dan huruf b, pordu manetapk; n

Kabupaten Jepara.

Mengingal : 1. lUndang-undeng Nomor 13  Tahun 198C  tentang
Pembentukart Daerah-Daerah [Kebupaten dalany Linghungan
'Propinsi Jawa Tengah;

2. Undeng-Undang Nomor R Tahun 2004  ‘entang
\IPemeriniahan  Daerab (Lembarann Negara  Kepublik
indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan .ombaran

' : INegara [Republik Indonesia Nomeor 4437) sebagaimcrna lelah
L diubah |beberapa kai, terakhir dengan Undang-lindang
& . Nomeor 12 Tahun 2008 tentang Perubanan lecua Alas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang
Bamenniatian  Daeran 1 Republik

Indonesia Nomor 4344);



|

\cang INomor 14 Tahun 2008 tentang Kewrbukaan
Ml Public (Lembaran Megsrn Republk Indonesia
2008 MNomor 89, Tambahan Lembaran Negara
inndonesh Nomor 48468);

UndangUndang Nomor 25 Tahun 2008 tentanc Pelayanan
IPublik {Lembaran Negara Republik Indoresia Tahun 2008
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republk indonesia
Nomor 538

Peraturan Pemerintah  Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organsasi Perangkat Daemah (Lembaran Negura Repubfk
Indonesia Tahun 20086 Nomor B3, Tambahan Lembaran
Negara Regublik Ingdonasia Nomor 4741):

Peraturan Menterr Dalam Negeri Nomor 35 Tanun 2010
lentang Pedoman Pengelclaan Pelayanan Injorm3asi Dan
Dokumentasi D Lingkungan Kementerian Dalam Neger
(Berita Negara Republik indonesia Tahun 2010 Momer 245);

7. Peraturan Kormrsi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 lentang
Standar Layanan Informas: Publik

MEMUTUSKAN:

Menetapkan @ PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
JEPARA,

BAIG )
KETENTUAM UMUM

Pasal 1

Dalam Persturan Bupal ini yang dimaksud dengan,

1. Pemerintahan Daersh adalah penyelenggaraan urusan pemerictahan daerah
olah pemenntsh dassh dan DPRD rmenurul asas gtonomi dan  lugas
PomDANtURn dengan Brinsip olongemi seljas-luasnys dalam sstem dan phnsip
Negara Kesatuan Republk indoresia sebagaimana dimaksud dalam Undaing-
Undang Dasar Negara Repudik indonesa Tahun 1945

2P emeniitah Daerah adalsh Bupals dan pe:
panyglengira pemenntahan daerat:

3 Dewan Perwakilan Rakyal Daeah weng selanjutnya dsebut DPR:) acdah

lembaga pervakian rakyat dasmh sebags! LRSSy pEnrelengyara pemernid
daerah

4. Informasi acalah keterangan, pemyatasn, gagasar, dan tanda-ta-da yang
mengandung niei, Makna 8N pesan, bek deta, fakka meupun el lasannya
yang dapat diihat, didenga, dan dibaca yang Csamman dalam b&jaga.
kemasan dan format sesuai dencan perkembangan tEkrgog wicrmas dan
komunikasi secaa slektronik alaupo n nonsleiironi



'8, Dokumentasi adalah pengumpuian, pengolahan, peNyus.nan, Gir te_rcatata
dokuman, data, gambar, dan suara untuk bahan informesi publis,

: 6. Informasi Publik adalah yang dihasilkan, disimoan, dikelola, dikifim,

' dan/atau dienma olsh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan
penyelenggara dan penyelenggaraan negara danfalau penyelenggara dan
penyelenggaraan Badan Publix lainnya serta informasi lain yang berkaitan
dengan kepentingan pubik

7. Badan Publik agalah lembaga eksekutdl, legislatif, dan badan lain vang fungsi
dan tugas pokoknya berkailan dengan penyelenggarasn negara, yeng
sebagian atau seluruh dananya bersumber ¢ari Anggaran Pencaparan dan
Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daesah, stau
organisasi nonpemerintah  sepanjang sebaglan aau  selursh  nananys
bersumber dan Anggaran Pendapalan dan Belanjg Negara dan/alau Anggaran
Pendapatan dan Belania Daerah, sumbangan masyarakat, dun/utau luaf

negen

8. Pejatat Pubik adalah orang yang ditunguk dan diberi lugas untuk menduduki
posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.

9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutrya isingkat
PPID  adalsh  pejabit  yang bertanggung jawab datam pengumpulan,
pendokumettusian, penympaian, pemeiharaan, penyediaan, gistribusi dan
pelayanan informasi d Lingkungan Pemefintahan Kabupaten Jepera

100rang adalah orang perseorangan, kelompok crang, badan nukum, atau
badan publik.

1Pengguna Informas Publik adaiah crang yang menggunakan informasi publik
sebagaimana dialur dalam peraturan parundang-undangan.

12_Pemohon Informasi Puw lik adalah wargs negara dan/atau bader hukum
Indonesia; yang mengajukan permintaan informasi publk sebagaimana diatur
dalam perawran perundang-undangan

BAR I
PENGELOLA LAYANAN INMT ORMASI DAN DOKUMENT At

Pasal 2

Pamerintahan Daerah yang tediri dari Pemerintah Daeran dan Dewwsn Perwakilan
Rakyst [Dmesah sebagai Badan Fublik melaksanakan pongelolarn pelayanan
.informasi den dokurnentasi,

Pasal 3

hngkungan Pemerintahan Daesrah bersifit termuka dan
 setap Pengguna informasi Publik

lingkungar Pemerntahan Daerah bersifat



(3) informasi Pubik di lingkungan Pemenniahan Daerah dapat diperolah Femohon
Informasi Publik dengan cepat, tepal waklu, biaya ringan, dan dapat diakses
dengan mudah

(4) Informas: Pub ‘ ki Pemerntahan Daerah bersiat
rahasia sesua dengan peraturan  perundang-undangan, kepaivlan, dan
kepentingan umum

(5) Informasi  Publik yang dikecualikan didasarkan pada penjufan atas
konsekuensi yang tmbul apabila suats informas: diberikan kepade masyarakat
dan pertimbangan yang scksama bahwa menmutup Informasi Publi dapat
melindung kepemingan yang lebb besar daripada membukanya sl
sebaliknya

BAB I
HAK DAN KEWAJBRAN

Pagal ¢

(1)Pemenntah Daerah berhak menolak memberkan informasi yang dikecualikan,

2} Informas: yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayal {1} diatepkan
lebih fanput cleh Bupati Jepara sesuai kewenangannya.

(3 Pemenntah Daerah berhak menoakx memberikan informasi Public apabila
‘idak sesuai dengan peraturan perundangundangan
I4) Informasi Publk yang lidak dapat diberkan oleh Pemerinieh Daerah,
sebagamana dmaksud pada ayat (1) adalah:
a. informasi yang dapat rmembahayakan negara;
b. informasi yang berkatan cdengan kepentingan perindungan usahe dan
persaingan usaha tdak sehat;

¢. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi:
informasi yang berkai’in dengan rahasia jabatat:; dan/atau
€ Informanz yang baeknn chkuasai alau didokumentasikan,

L

Pasal 5

{1)Pamerin tahan Daeral wajb rnenyediskan, memberikan dan/atai me aarbilkan
Mormasi Publik yang berada d bewsh kewenangannye kepmda Pemoheon
informasi Publik, sehin nformas: yarg dikecualiken sesusi  peraturan
perundang-undangan.

Mtk refaksanskan kewapban sSebagaimana dimaksud pafa ﬂ'fd’t (1,
icishan Daerah membangun dan mengembangkan sistem



BAB IV
SLOLA $NF ORMAS DAN DOXUMENTAS

Pasal 6

== menpebis pelayanan MoImasi den dokumenigsi o indkungan
PHT.H....W Daerah di glapkan PPID

+(2) PPIC sebagan mana dmaksud pada ayat (1) melekat pada pgad struktural
yang memmthdangi tugas dan fungsi pefayanan
PPID ditetapkan oieh Bupati

Fagal 7

¢1) PPID bertanggungjawab xepada Bupati medaiui Sekretaris Daerai

(2) PPID divantu okeh PPID Pembaniu yang beérada 4 lingkungan Komponen
danvant au Pejabat Fungsional

Pasal 8

PPID bertugas:

a, mengkoordinasikan dan mengkonsoiidasikan pengumpulan bahan |
dan dokumaeantas dari PPID Pembantu.

b, menyimpan, mendokurmentasikan, monyodiakan, dan memberi calayanan
informasi kepada publik

¢. metakukan varfikasi bahan

d. melakukan uj konsekuensi das

e, mclakukan pemulaklvran intormas: dan dokumentasi; dan

(. meyedigkan informiso dan dokuimeniasi untuk diakses olch masvarakat

Pasat 8
Dalam rawgka mel '. g.PPID
.rl rendak nernberdk an nfor dikec valikan sesua densan Leientuan
» -
B mem:ntadan memperoleh informas: dan unii kera/komponen/ salsen kena

o

cakupan kerjanya
nagsitan pemberian pelayanan nformasi  cengan  PPIR
na'au Pejabat Fungsional yang menjadi cakupen keignya;

[ oreta pian suatu

dan/atau Pgabal Fungsional
a dokumuntas



| Pasal 10

@ntu berugas membantu PPID melaksanakan  <etentuan

: dmaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9

| Penbanu menyamparkan informasi dan dokumentasi kepada PPID
iberkala dan sesuai kebuiyhan

Pasa; 1

Tata kerja PPID ¢i lingkungan Pemerintahen daerah diatur gen Bupah sesua
dengan kewenangannya

BAS v
g PEMOHON INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 12

Pemohon informasi dan dokurmentasi meliputi:
8. Persearangan;
b. Kelompok Masyarakat:
c. Lembaga Swadaya masyarakal:
d Orgarsasi Masyaraxat,
¢. Partai Politik; atay
{ Badan Pubik lainnya

Wasnl 1.

Pamuhunl informasi  gan  dde.mentasi kepada Pemerintahen Daoruh harus
memenuhi persyaratan

a. mencantumkan dentias yang jelas,
b. mencantumkan alamat dan Nomor telenan yang jelas;

menyampaikan sacan jolas jens  informasi don  dokurmeitasi yang
dibutuhkan; dan

B s rturmnkan maksud dan
TL: 1!]

Wjuan permohonan infwmasi  dan




pengelolaan pelayanan
n { -

tannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara

Ditetapkar~ d Jepara
Pada tanggal

BUPATI J RA

e——TENDRQ MARTOJO

Diundangkan o .Jepara
pade tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

SYOLIH

BEFTA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR .;r'g




Sqil biaya yang dipertukan umuk pengeifaan peayaran intermas: dan
dokumentasi d lingkmgan Pemerintahan Daerah dibecanken paca Asggaran
Pendapatan dan Belania Daerah

BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Peraturan Bupafi in mufai beriaku pada tunggal dundangkan,

Agar setiap orang mengelahuinya, Peraturan Bupati ni diundangian dengan
penempatannya dalam Berita Daemah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal

AUPAT J,:;?u

HENDRO MARTOJMO

Diundangkan di Jepar:
pada tanggal

SEKRETARE DAERAH KABUPATEN JEPARA

OLIN

' Iﬁ 4TA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 201C NOMOR.., $ 5.8

PEDCLITIAY LURAT
IRGETAT. | PARAE
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